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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan menyeluruh atas semua 

informasi yang terkait anggaran pada saat yang tepat dan secara sistematis. Berdasarkan 

definisi tersebut, transparansi anggaran dapat di pahami sebagai sebuah proses melalui 

mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait 

anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat 

pertanggungjawabannya. Selain menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan publikasi 

dokumen, Transparansi Anggaran juga menyangkut keterbukaan dalam proses. Yang 

dimaksud dengan keterbukaan proses adalah adanya peluang bagi Masyarakat 

menggunakan haknya untuk mengadiri, memantau atau bahkan memberikan masukan 

dalam proses perencanaan, pembahasan atau pengambilan keputusan, monitoring dan 

evaluasi, atau proses pertanggungjawaban. Dalam transparansi anggaran, masyarakat 

memiliki hak untuk memperoleh informasi, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen 

atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran. Sementara pemerintah 

berkewajiban untuk membuka dan mempublikasikan dokumen dan kegiatan perencanaan 

penganggaran kepada masyarakat. 

Aspek dari pemerintah daerah yang harus transparan adalah masalah keuangan 

daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai 
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instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya 

dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, 

alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran 

di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi 

semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan 

pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

(RRTLH). Program ini bertujuan untuk meningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial 

fakir miskin di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan dana bahan bangunan rumah 

untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan 

kriteria-kriteria dan pengertian rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengatakan bahwa rumah adalah 

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina 

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah 

tidak layak huni pada umumnya erat kaitannya dengan pemukiman kumuh dan banyak 

dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni 

adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi 

persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. 
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Rumah atau Hunian sebagai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hunian akan terus 

berkembang seiring perkembangan kehidupan. Permasalahan perumahan adalah 

permasalahan yang multi dimensi (sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan 

keamanan). Fungsi dasar rumah adalah untuk melindungi diri dari berbagai ancaman 

bahaya. Persoalan yang biasanya terjadi dalam rumah adalah ukuran rumah yang 

sempit tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni yang ada di dalamnya. 

Syarat rumah tinggal yang layak huni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut: 

1. Aksebilitas: 

a. Kebutuhan transportasi terpenuhi dengan mudah dan murah.  

b. Jarak tempat ke fasilitas umum mudah dan cepat  

c. Jalan menuju lokasi kualitasnya cukup baik, aman, dan nyaman hendaknya 

lancar. 

 

2. Lingkungan: 

a. Kesehatan lingkungan terpenuhi, misalnya : Jauh dari polusi (Pabrik maupun 

kendaraan umum)  

b. Penataan lingkungan cukup asri dan alami  

c. Cukup ruang terbuka, misalnya : taman atau komunitas  

d. prasarana dan sarana memadai, misalnya : jalan lingkungan, tempat-tempat 

ibadah, olahraga, taman, sekolah dll. 

 

3. Secara fisik rumah itu sendiri harus: 

a. Sesuai dengan organisasi keluarga  

b. Sehat  

c. Nyaman  

d. Aman 

 

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja 

mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Rumah sebagai tempat tinggal yang 
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baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental 

memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota 

keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan 

terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan 

tercapai ketahanan keluarga.  

Kenyataannya, dalam mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut 

bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang 

layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu 

sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang 

memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang 

kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial 

dan kesehatan. 

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok 

fakir miskin memiliki multidimensional. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut 

diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat 

(stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan 

elemen lainnya. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan 

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan 

Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses 

secara umum. Selain itu, masalah mengenai pemukiman memberikan pemahamannya ada 

tiga kriteria rumah tidak layak huni, antara lain aman terhadap gangguan sosial lingkungan, 

nyaman mencakup aspek kesehatan, dan terjangkau dalam arti sesuai kemampuan daya beli. 
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Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak 

memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun 

sosial, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan untuk di desa kurang 

dari 10 m2. 

2. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. 

3. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. 

4. Jenis lantai terbuat dari tanah 

5. Tidak mempunyai fasilitas umum misalnya untuk kamar mandi atau MCK. 

Bantuan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam 

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 327/KPTS/DINSOS/2015 Tentang Fakir 

Miskin Penerima Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan Rumah Untuk Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2015 ada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu Kota 

Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir. Masing-masing menerima bantuan bahan bangunan untuk 10 buah 

rumah tidak layak huni. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 Kabupaten/Kota, namun 

bantuan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena di tahun anggaran 2015 yang 

mendapatkan bantuan hanya 4 Kabupaten/Kota saja. 

Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan yang 

akan mendapatkan bantuan: 
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Tabel 1.1 Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni  

di Provinsi Sumatera Selatan 

1. Kota Palembang: 10 unit rumah 

No. Nama Umur Pekerjaan Alamat 

1. Rosnely  49 tahun Buruh harian Jl Kapten Abdulah Lr Perguruan 

2. Siti Hawa 40 tahun Buruh harian Jl KH Azhari Lr Keramat 

3. Yancik 50 tahun Buruh harian Jl Papera 

4. Halimah 46 tahun Buruh harian Jl Mayor Zen Lr Mufakat 

5. Sudirman 41 tahun Buruh harian Jl Sugiwaras 

6. Rozali 31 tahun Buruh harian Jl KM Said Kel Talang Jambe 

7. Apriyani S 45 tahun Buruh harian Jl Swadaya Lr Perikanan 

8. Hasbi 52 tahun Buruh harian Jl Mayor Zen Kel Sungai Selayur 

9. Mulyadi 47 tahun Buruh harian Jl Yayasan II 

10. Yon Maryono 47 tahun Buruh harian  Jl Sugiwaras Kel Talang Jambe 
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2. Kabupaten Banyuasin: 10 rumah 

No. Nama Umur Pekerjaan Alamat 

1. Moh. Shofiyulloh 36 tahun Wiraswasta Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

2. Haris  30 tahun Petani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

3. Tasmilah  23 tahun IRT Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

4. Anggun 41 tahun Petani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

5. Masdi 33 tahun Petani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

6. Rahmat Nadi 36 tahun Karyawan swasta Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

7. Sutrisno 27 tahun Buruh tani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

8. Abdul Wafi 39 tahun Petani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 
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9. Herman 48 tahun Honorer Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

10. Burlian 57 tahun Petani Desa Limbang Mulya, Kec. 

Sembawa 

 

3. Kabupaten Musi Banyuasin 

No. Nama Umur Pekerjaan Alamat 

1. Senaman 56 tahun Petani Rt.02 Dusun 1 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

2. Saefudin 57 tahun Petani Rt.07 Dusun 2 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

3. Matsory 68 tahun Petani Rt.09 Dusun 3 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

4. Rohani 33 tahun Petani Rt.13 Dusun 4 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

5. Lasikin 41 tahun Petani Rt.16 Dusun 5 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

6. Robikin 46 tahun Petani Rt.18 Dusun 6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan 

7. Idin Muhidin 50 tahun Petani Desa Mandala Sari Kec. Lalan 

8. Nasrohudin 49 tahun Petani Desa Mandala Sari Kec. Lalan 

9. Sami 40 tahun Petani Desa Mandala Sari Kec. Lalan 

10. Tini 53 tahun Petani  Desa Mandala Sari Kec. Lalan 
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4. Penukal Abab Lematang Ilir: 10 unit rumah 

No. Nama Umur Pekerjaan Alamat 

1. Sumini 46 tahun Buruh Harian RT. 03 RW. 03 Talang Kejepit 

2. Sulakah 53 tahun IRT RT. 01 RW. 03 Talang Subur 

3. Murtina 57 tahun IRT LK. II Kel. Talang Ubi 

4. Poniran 43 tahun Buruh Tani RT. 05 RW. 02 Talang Ubi Selatan 

5. Poniman 56 tahun Petani Jl. Subur RT. 01 RW. 04 Talang 

Ubi Selatan  

6. Sunarto 25 tahun Buruh Tani RT. 01 RW. 04 Talang Ubi Selatan 

7. Sumini 42 tahun IRT RT. 03 RW. Talang Kejepit 

8. Solihin 36 tahun Buruh Harian RT. 01 RW. 01 Talang Ubi Bawah 

9. Lasdi 67 tahun Buruh Harian Jl. Beringin Talang Ubi Selatan 

10. Damin 59 tahun Buruh Tani RT. 02 RW. 05 Talang Selatan 

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 

 

Empat puluh rumah tersebut telah melalui beberapa tahap seleksi dan memenuhi 

persyaratan rumah tidak layak huni. Adapun kriteria rumah tidak layak huni berdasarkan 

kerangka acuan seleksi calon penerima bantuan yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 
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1. Tidak permanen. 

2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. 

3. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah dan di 

floor secara sederhana. 

4. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok 

tanpa plaster yang mudah rusak. 

5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga 

lain. 

6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

7. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan. 

8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

9. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam semingu. 

10. Hanya membeli satu setel pakaian dalam setahun. 

11. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

12. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. 

13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan. 

14. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya 

SD. 

15. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal RP. 

500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau 

barang modal lainnya. 

 

Khusus di Kota Palembang, sebenarnya masih banyak rumah yang masuk dalam 

kategori rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palembang, di tahun 2015 terdapat 40.000 rumah yang masih tidak layak huni. Pemukiman 

tersebut banyak  terdapat di pinggiran Kota Palembang. Seperti, di Kertapati, Seberang 

Ulu 1, Seberang Ulu 2, Plaju, Seberang Ilir, dan Gandus. Namun pada tahun 2015 

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya menganggarkan dana sebesar Rp. 

188.887.250,- untuk membenahi 10 rumah. Sumber dana berasal dari DPA-SKPD (Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Selatan) Tahun Anggaran 2015. 

Setiap satu keluarga mendapatkan batuan sebesar Rp. 19.000.000. Selanjutnya yang 

menjadi permasalahan adalah data tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni 
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mengenai rincian anggaran tidak dibuka untuk masyarakat umum. Penerima bantuan tidak 

diberikan informasi secara utuh berapa besar bantuan yang disalurkan. Bantuan diberikan 

hanya dalam bentuk bahan bangunan saja, tidak ada bukti pengeluaran dana oleh pihak 

penyelenggara. Sehingga anggaran serta data-data tentang program rehabilitasi sangat 

rawan dimanipulasi oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Bentuk 

dari manipulasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pemotongan anggaran 

rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum mencapai sasaran penerima tersebut. 

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, 

adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam 

melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan 

pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya 

harkat dan martabat.  

Maksud, Tujuan dan sasaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) 

a) Maksud 

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi 

sosial rumah tidak layak huni. 

2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan 

sejahtera. 

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur. 

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan. 

 

b) Tujuan 

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup 

secara sehat, serasi, aman dan teratur. 

2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang 

kehidupan yang lebih sejahtera. 
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3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan 

keterbelakangan. 

 

c) Sasaran 

Kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan 

tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak 

Huni di Kota Palembang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk “Menganalisis Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang.” 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang 

Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Keuangan Negara. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam rangka 

meningkatkan upaya-upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat. 
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